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Abstrak 
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ABSTRAK 

Kepatuhan wajib pajak setelah adanya kebijakan Program Pengungkapan 

Sukarela (PPS) yang dilaksanakan mulai dari 1 Januari-30 Juni 2022 belum sesuai 

dengan tujuannya guna menciptakan kepatuhan jangka panjang. Penelitian ini 

bertujuan untuk merancang konsep sinergi untuk mewujudkan keselarasan antara 

wajib pajak, otoritas pajak, konsultan pajak, dan akademisi perpajakan.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif 

yang memberikan keleluasaan peneliti dalam menggali berbagai perspektif 

informan. Penelitian ini melibatkan informan wajib pajak yang mengikuti PPS, 

konsultan pajak yang memberikan jasa profesional terkait PPS, otoritas pajak yang 

berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta akademisi perpajakan 

yang berperan sebagai edukator perpajakan. Data dikumpulkan dengan wawancara 

semi terstruktur secara mendalam yang didokumentasikan setiap tahapannya, 

selanjutnya data ditingkatkan kualitasnya dengan metode triangulasi beserta 

observasi.  

Data hasil wawancara yang kredibel ditelusuri kata kuncinya untuk menyusun 

konsep sinergi dengan hasil sebagai berikut: wajib pajak masih berperilaku 

berlandaskan pada Game Theory ketika memutuskan mengikuti PPS. Informan 

konsultan pajak menjadi pendorong wajib pajak untuk mengikuti PPS meskipun 

ada dualisme patuh dan takut, keputusan wajib pajak mengikuti PPS bisa dijelaskan 

dengan Teori Atribusi. Informan otoritas pajak memiliki keyakinan melalui PPS 

kepatuhan wajib pajak meningkat sesuai dengan Long Run Effect. Informan otoritas 

pajak, wajib pajak, konsultan pajak, dan akademisi perpajakan berkolaborasi 

dengan apik dalam kerangka Quadruple Helix for the Cooperative Compliance. 

Penelitian ini diyakini berkontribusi secara teoritis pada asumsi-asumsi pembentuk 

konsep kepatuhan kooperatif. Kontribusi lainnya dalam tataran praktis menjadi 

pedoman dalam penyusunan kebijakan ke depannya serta meningkatkan kolaborasi 

empat peran informan penelitian guna menciptakan kepatuhan kooperatif pasca 

PPS. 

 
Kata Kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Wajib Pajak UMKM, 

Kepatuhan Kooperatif 
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VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM (VDP) TOWARDS 

 COOPERATIVE COMPLIANCE 

Abstract 

Ni Putu Widya Cista 

1915644058 

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali) 

ABSTRACT 

Taxpayer compliance following the Voluntary Disclosure Program (VDP) 

policy which was implemented from 1 January to 30 June 2022 has not been in 

accordance with its goal of creating long-term compliance. This study aims to 

design a synergy concept to create harmony between taxpayers, tax authorities, tax 

consultants, and tax academics. 

This research is a qualitative research with an interpretive paradigm that 

gives researchers the freedom to explore various perspectives of informants. This 

research involves taxpayer informants who participate in VDP, tax consultants who 

provide professional services related to VDP, tax authorities who play a role in 

increasing taxpayer compliance, and tax academics who act as tax educators. Data 

were collected by in-depth semi-structured interviews which were documented at 

each stage, then the data quality was improved by triangulation and observation 

methods. 

Credible interview data were searched for keywords to develop a synergy 

concept with the following results: taxpayers still behave based on Game Theory 

when deciding to take part in VDP. The tax consultant informant is a motivator for 

taxpayers to take VDP even though there is dualism of obedience and fear, the 

decision of taxpayers to take VDP can be explained by Attribution Theory. Tax 

authority informants have confidence that through VDP taxpayer compliance 

increases according to the Long Run Effect. Tax authority informants, taxpayers, 

tax consultants, and tax academics collaborate nicely within the Quadruple Helix 

framework for the Cooperative Compliance. This research is believed to contribute 

theoretically to the assumptions that form the concept of cooperative compliance. 

Other contributions at a practical level serve as guidelines for future policy 

formulation and increase the collaboration of the four roles of research informants 

to create post-VDP cooperative compliance. 

 

Keywords:  Voluntary Disclosure Program (VDP), MSME Taxpayer, Cooperative 

Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kepatuhan pajak masih menjadi topik penelitian yang menarik bagi 

banyak negara di dunia, hal ini disampaikan oleh beberapa peneliti terkait 

kepatuhan pajak di antaranya, J. Alm (2019); Dyreng et al. (2008); Gangl dan 

Torgler (2020); Kirchler et al. (2008); Ritsatos (2014); Slemrod (2019), 

termasuk juga salah satunya di Indonesia (Darmayasa et al., 2022; Inasius et 

al., 2020; Sayidah dan Assagaf, 2019; Yenni  et al., 2021). Ditelusuri lebih 

detail, kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang dapat 

mencerminkan ketertiban dalam memenuhi kewajiban dan juga hak perpajakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ardin et al., 2022; Finrely dan 

Ardiansyah, 2022; Mahmud dan Mooduto, 2023). Jika dilihat dari perannya, 

kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penguat yang menentukan 

penerimaan pajak mengingat Indonesia menganut self assessment system 

(SAS) yang menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran yang tinggi 

mengenai urgensi pajak (Andriani, 2021; Listiyowati et al., 2021). 

 Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak telah menjadi isu lama 

yang terus bergulir setiap tahunnya (Permana, 2020). Sebagian besar 

masyarakat masih memandang bahwa pajak merupakan beban yang wajib 

dihindari, hal ini yang membentuk karakter kepatuhan wajib pajak Indonesia 

sehingga masih dikategorikan rendah (Ardin et al., 2022; Sudarma dan 

Darmayasa, 2017; Suhendar dan Setyorini, 2023). Berdasarkan Laporan 
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Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang rasio kepatuhan wajib 

pajak di Indonesia yang diukur dengan membagi jumlah wajib pajak yang telah 

melaporkan SPT dengan jumlah wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT 

pada tahun 2022 yakni sebesar 83,2%, rasio kepatuhan tersebut mengalami 

penurunan 0,87% dari tahun 2021 yang mencapai 84,07% (Kemenkeu RI, 

2022; Sadya, 2023). Rasio tersebut masih di bawah standar yang ditetapkan 

oleh organisasi yang menangani perihal ekonomi kerjasama dan pembangunan 

yang lebih dikenal dengan Organization of Economic Co-operation and 

Development (OECD) yakni sebesar 85% (Hasanah et al., 2021; OECD, 2022). 

 Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa 

otoritas pajak perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak 

melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Salah satu upaya yang 

telah dilakukan oleh pemerintah yakni dengan meluncurkan kebijakan 

pengampunan pajak. Pengampunan pajak atau yang dapat disebut dengan tax 

amnesty (TA) merupakan program yang memberikan peluang bagi wajib pajak 

yang belum patuh untuk mengungkap harta dan membayar uang tebusan guna 

menghapus pajak yang seharusnya terutang untuk meningkatkan penerimaan 

negara. TA hadir sebagai pragmatis pemerintah dan telah dilaksanakan 

beberapa kali di Indonesia. 

 Bercermin dari beberapa kali pelaksanaan TA, jika dirunut ke belakang, 

TA telah dilaksanakan pada tahun 1964 dan 1984 yang tergolong gagal karena 

jumlah wajib pajak yang mengikuti program sangat rendah dan tidak ada 

keterbukaan serta keberlanjutan reformasi sistem dari pemerintah. Tidak 
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berhenti sampai tahun 1984, pada tahun 2016 pemerintah kembali mengadakan 

program TA yang dikategorikan berhasil hanya dari sudut pandang penerimaan 

pajak karena melalui program TA tahun 2016, pemerintah berhasil 

menghimpun dana sebesar Rp114,54 triliun (DJP, 2017). Tujuan dari TA tahun 

2016 ialah untuk memesatkan perkembangan ekonomi dengan melakukan 

pengalihan harta, sebagai aspek pendorong adanya reformasi serta ekspansi 

basis data yang lebih terintegrasi guna tingkatkan kepatuhan pajak di masa 

mendatang. 

 Mencermati lebih detail mengenai tujuan TA tahun 2016, TA yang 

awalnya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

ternyata belum sepenuhnya maksimal karena kepatuhan meningkat hanya pada 

tahun terlaksananya program TA, pada tahun berikutnya terjadi penurunan 

tingkat kepatuhan wajib pajak (Awaeh et al., 2017; Kartika et al., 2017; 

Permana, 2020). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya fluktuasi rasio 

kepatuhan wajib pajak dari tahun 2015 hingga 2018. Mundur ke belakang, pada 

tahun 2015 rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 60%, selanjutnya mengalami 

peningkatan sebesar 1% pada tahun 2016 hingga 61%, selanjutnya pada tahun 

2017 rasio kepatuhan meningkat menjadi 73%, namun turun menjadi 71% pada 

tahun 2018 pasca dilaksanakannya program TA (DJP, 2016, 2017, 2018). 

 Tax amnesty tahun 2016 hingga 2017 yang dinilai belum mumpuni untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kurun waktu jangka panjang dan 

adanya tuntutan APBN yang belum mencapai target pasca pandemi Covid-19 

mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan Program Pengungkapan 
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Sukarela  (PPS). PPS yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya disebut 

dengan UU HPP telah berakhir pada 30 Juni 2022. PPS merupakan program 

yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta 

yang belum dilaporkan sebelumnya. PPS memberikan jaminan kepada wajib 

pajak untuk terbebas dari sanksi administratif dan adanya proteksi data yang 

tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan maupun penuntutan pidana (UU HPP, 

2021). PPS hadir dengan kesederhanaan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta 

keadilan sebagai asas yang dipegang teguh demi tercapainya tujuan dari 

program ini. 

 Merujuk pada tujuan program, PPS dari sisi pandang jangka pendek 

diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak dengan cepat. Walaupun 

pemerintah tidak menetapkan target penerimaan PPh final dari 

penyelenggaraan PPS tahun 2022, namun hasilnya tidak mengkhianati usaha 

yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan program yakni terdapat 

247.918 wajib pajak yang mengikuti PPS dengan total penerimaan PPh sebesar 

Rp61,01 triliun (DJP, 2022). Apabila ditilik melalui sudut pandang jangka 

panjang, PPS memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 Menilik lebih mendalam terkait potensi PPS untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, hal tersebut justru menjadi sebuah polemik dari 

pelaksanaan PPS. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Finrely dan 

Ardiansyah (2022), tarif PPS yang tergolong rendah dari yang seharusnya 

dibayarkan oleh wajib pajak yang tidak patuh dapat mencerminkan lemahnya 
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otoritas pajak dalam menegakkan hukum pajak sehingga PPS tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Adanya PPS juga 

dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak patuh yang akan 

menimbulkan ketidakpatuhan karena harapan timbulnya program serupa di 

masa yang akan datang (Andrew et al., 2023; Ispriyarso, 2019; Sabnita, 2020). 

Hal tersebut bertolak belakang dengan Slippery Slope Framework yang 

menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak dan 

kekuasaan otoritas pajak dalam memperlakukan wajib pajak menjadi dua 

dimensi utama yang mendasari kepatuhan pajak (Darmayasa et al., 2022; 

Inasius et al., 2020; Kirchler et al., 2008; Ritsatos, 2014). 

 Ditilik dari sudut pandang berbeda, PPS justru dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak karena PPS memberikan kesempatan bagi wajib pajak 

yang belum patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Irawan et 

al., 2022; Mappadang et al., 2022; Waruwu dan Sudjiman, 2022). Peningkatan 

kepatuhan wajib pajak ini dapat disebabkan oleh peluang yang dimiliki 

pemerintah untuk mengawasi pergerakan harta wajib pajak pasca PPS (Irawan 

dan Raras, 2021). Selain itu, dengan adanya kesempatan yang diberikan 

otoritas pajak melalui PPS, wajib pajak akan tergerak untuk bertindak 

kooperatif dengan pemerintah agar tidak terkena sanksi yang lebih tinggi 

(Waruwu dan Sudjiman, 2022). Tidak hanya itu, adanya kontribusi yang 

signifikan dari wajib pajak peserta PPS dapat mengindikasikan bahwa PPS 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi sasaran program 

(Mahmud dan Mooduto, 2023). 
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 Salah satu sektor yang menjadi sasaran PPS yakni sektor Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM. UMKM merupakan 

sektor penggerak ekonomi rakyat yang berkontribusi dalam peningkatan 

penerimaan pajak karena pertumbuhan usahanya sangat pesat. Adanya 

penurunan tarif menjadi 0,5% bagi wajib pajak UMKM melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang resmi dicabut dan saat ini dimuat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 semakin memberikan 

peluang bagi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Namun, hal tersebut belum dipastikan mampu sepenuhnya dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena saat ini kepatuhan wajib 

pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah (Darmawan dan Pusposari, 2018; 

Listiyowati et al., 2021; Made et al., 2022; Wardana, 2021). Dengan demikian, 

wajib pajak pelaku UMKM juga turut menjadi fokus dalam kebijakan PPS 

yang telah terlaksana di tahun 2022 agar dapat mengungkapkan harta yang 

belum diungkapkan dan mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk lebih 

patuh di masa mendatang. 

 Berdasarkan polemik yang tercipta dari keberadaan PPS dan observasi 

non partisipan yang dilanjutkan dengan dokumentasi serta pandangan awal di 

tempat praktik kerja lapangan yakni sebuah kantor konsultan pajak, peneliti 

berpandangan bahwa wajib pajak pelaku UMKM mengikuti PPS karena dalam 

kondisi dualisme antara patuh dan takut. Beberapa wajib pajak pelaku UMKM 

hanya ikut saja dan membayar seadanya guna memenuhi rasa aman untuk 

menghindari adanya pemeriksaan pajak di kemudian hari serta adanya analisis 
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konsultan pajak yang menyarankan wajib pajak untuk mengikuti PPS. 

Mengacu pada hal tersebut, terdapat fenomena perilaku kooperatif wajib pajak 

yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Mengulas lebih dalam mengenai pemaparan latar belakang terkait 

fenomena PPS, rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak yang dapat 

memengaruhi besarnya penerimaan pajak sehingga munculnya PPS sebagai 

bentuk reformasi perpajakan secara struktural dapat mengantarkan peneliti 

pada rumusan masalah penelitian. Pelaksanaan PPS sebagai salah satu upaya 

pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak menuai berbagai polemik dari 

berbagai macam segi pandang sehingga menarik untuk peneliti telusuri lebih 

lanjut. 

 Adanya kesempatan bagi wajib pajak tidak patuh melalui PPS sehingga 

mengindikasikan ketidakadilan bagi wajib pajak patuh yang dapat berdampak 

pada penurunan kepatuhan wajib pajak jangka panjang menjadi dasar peneliti 

tertarik untuk mengulas lebih dalam. Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa 

pemerintah menggunakan PPS sebagai solusi pendanaan dalam waktu yang 

cepat serta wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang mengikuti PPS dengan 

niat hanya ikut, bayar seadanya serta saran konsultan dapat menyangsikan 

keberlanjutan kepatuhan wajib pajak pasca dilaksanakannya PPS. Berdasarkan 

pemaparan fenomena tersebut, penelitian ini mempertanyakan tingkat 

kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pasca PPS tahun 2022. 
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C. Batasan Masalah 

Melalui uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti 

menetapkan batasan masalah dalam rangka memperjelas ruang lingkup 

masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat lebih mudah memfokuskan 

penelitian serta pembahasan agar nantinya penelitian ini lebih efektif dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Peneliti membatasi 

masalah yang disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu dalam penelitian 

ini. Konteks ruang terkait dengan pentingnya mengangkat UMKM yang 

berkontribusi pada sektor ekonomi khususnya wajib pajak orang pribadi 

sebagai pelaku UMKM. Dalam konteks waktu, dengan berlakunya PP 55 

Tahun 2022 secara otomatis mencabut PP 23 Tahun 2018, hal ini 

mengantarkan peneliti untuk menyesuaikan rentang waktu penelitian setelah 

berlakunya PP 55 Tahun 2022. Konteks waktu peneliti pertimbangkan untuk 

membatasi permasalahan pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang 

sudah melapor SPT Tahunan 2022 tepat waktu. Peneliti meyakini bahwa 

batasan masalah tidak akan memperkecil peluang kontribusi dari hasil 

penelitian ini. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Esensi dari penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran 

terkait solusi yang dapat diimplementasikan mengenai kebijakan PPS dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tujuan penelitian ini 

untuk merancang konsep yang bersinergi dengan harapan mampu mewujudkan 

keselarasan antara seluruh pihak yang terkait. Rancangan konsep sinergi 
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tersusun dalam beberapa tema yang mengarah pada kepatuhan pasca PPS, 

terdiri dari sudut pandang kepatuhan pajak, menelusuri perbedaan TA dengan 

PPS, dan partisipasi menuju kepatuhan kooperatif. Menindaklanjuti tujuan 

penelitian ini, terdapat manfaat teoritis yang selaras dengan tataran praktis yang 

terbagi menjadi tiga bagian yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada wajib 

pajak pelaku UMKM. Wajib pajak pelaku UMKM sebagai pihak yang 

memiliki hak dan juga kewajiban dalam bidang perpajakan diharapkan 

menerima manfaat praktis terkait penelitian ini yang mengupas mengenai 

kebijakan PPS. Kebijakan PPS merupakan kebijakan strategis otoritas pajak 

di tahun 2022 yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak, dalam hal 

ini wajib pajak pelaku UMKM untuk mengungkap harta yang belum 

terungkap dalam SPT. Berbagai pertimbangan kebijakan maupun publikasi 

lainnya menjadi pertimbangan matang wajib pajak UMKM untuk 

memutuskan mengikuti PPS atau kebijakan sejenis PPS ke depannya. Wajib 

pajak UMKM yang telah mengikuti PPS sesuai dengan tujuan otoritas pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan dapat dijadikan momentum pelaporan SPT 

Tahunan 2022 pasca PPS untuk mewujudkan kepatuhan. 

2. Otoritas Pajak 

Otoritas pajak sebagai punggawa keuangan negara dalam hal ini 

berfokus pada sektor perpajakan memiliki tanggung jawab dan guratan 

stigma yang membekas bagi negara serta masyarakat. Otoritas pajak yang 
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bekerja di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

dalam bentuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting 

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, kualitas pelayanan dan juga 

menyusun kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi alternatif 

pertimbangan otoritas pajak dalam menyusun kebijakan PPS atau kebijakan 

sejenis lainnya. Dengan mempertimbangkan perilaku wajib pajak UMKM, 

otoritas pajak diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

pertimbangan dalam penyempurnaan naskah akademik rancangan kebijakan 

yang terkait lainnya. Otoritas pajak diharapkan terus berpihak kepada wajib 

pajak UMKM melalui kebijakan yang berpihak. 

3. Politeknik Negeri Bali 

Politeknik Negeri Bali (PNB) merupakan lembaga pendidikan vokasi. 

PNB hadir membantu otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak 

wajib pajak pelaku UMKM. Melalui penulisan skripsi terapan, PNB 

memberikan arah penelitian yang dapat diimplementasikan sehingga 

bermanfaat bagi instansi atau lembaga terkait. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi solusi peningkatan kepatuhan pajak pada wajib pajak 

UMKM. Hasil penelitian terapan dalam konteks kebijakan TA selanjutnya 

menjadi pertimbangan bagi otoritas pajak dan menjadi arah kebijakan 

pengembangan kurikulum yang mengacu pada Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) PNB. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian untuk merancang konsep sinergi mengenai 

kepatuhan wajib pajak pasca kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 

yang terlaksana pada 1 Januari-30 Juni 2022, konsep sinergi mengacu pada 

perilaku yang berkaitan dengan Game Theory, Teori Atribusi dan Long Run 

Effect. Pembahasan mengantarkan penelitian ini pada simpulan yang mengarah 

pada pentingnya konsep Quadruple Helix for the Cooperative Compliance 

yang disusun berdasarkan beberapa tema penelitian. Konsep sinergi terbentuk 

dari potret kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty 2016-2017, substansi 

perbedaan TA dengan PPS, keputusan wajib pajak mengikuti PPS, yang 

berujung pada kepatuhan kooperatif pasca PPS.  

Berangkat dari potret kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty 2016-

2017, pandangan Bapak Tegas sebagai otoritas pajak, Bapak Bijak sebagai 

akademisi perpajakan serta Ibu Cantik selaku wajib pajak peserta PPS yang 

dikaitkan dengan kajian teori mengantarkan pada kenyataan bahwa kepatuhan 

wajib pajak setelah TA masih perlu ditingkatkan dari segi otoritas dan wajib 

pajak agar ke depannya bisa saling bahu membahu untuk mendorong 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. Guna meningkatkan kepatuhan pajak yang 

masih kurang baik pasca TA dan adanya pandemi Covid 19 memunculkan PPS 

sebagai program pragmatis dari pemerintah. Munculnya PPS menjadi polemik 

layaknya benang kusut yang ditanggapi Bapak Bijak, Bapak Tegas, dan Bapak 
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Rajin mengantarkan pada simpulan bahwa dari segi formal PPS dan TA 

memiliki perbedaan signifikan terkait tata cara, syarat program, tarif yang 

dikenakan, serta sasaran program. Namun, secara substansi wajib pajak 

diwajibkan ikut PPS untuk menghindari sanksi di masa mendatang. 

Sasaran tersirat PPS yang mewajibkan para wajib pajak belum patuh 

untuk berpartisipasi pada kebijakan PPS, memunculkan fenomena takut dan 

patuh yang direspons oleh pandangan Ibu Cantik, Bapak Ramah, dan Ibu Manis 

terkait alasan mengikuti PPS karena takut ada masalah terkait pajak di masa 

mendatang dan ingin membantu pemerintah yang secara tidak langsung 

menunjukkan adanya dualitas patuh dan takut menuju kooperatif. 

Menindaklanjuti adanya indikasi tindakan kooperatif wajib pajak peserta PPS, 

Bapak Bijak berpandangan bahwa kepatuhan wajib pajak peserta PPS berada 

di level tengah-tengah atau mencoba untuk patuh yang mencerminkan PPS 

dapat menuju kepatuhan kooperatif dengan menerapkan Quadruple Helix for 

the Cooperative Compliance. 

 

B. Implikasi 

Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena 

kepatuhan wajib pajak setelah PPS yang berakhir pada 30 Juni 2022. 

Terungkapnya fenomena perkembangan paradigma kepatuhan kooperatif 

program PPS dapat menjadi solusi dalam penggolongan kepatuhan wajib pajak 

ke depannya. Implikasi dari penelitian ini mengandung implikasi teoritis dan 

implikasi praktis. Implikasi teoritis yakni dapat memperkaya asumsi-asumsi 

pembentuk kepatuhan kooperatif berdasarkan Game Theory, Teori Atribusi, 
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dan Long Run Effect yang disesuaikan dengan konteks kebijakan dari otoritas 

pajak.  

Di sisi lain, implikasi praktis terbagi menjadi empat pihak yakni otoritas 

pajak, wajib pajak, akademisi serta konsultan pajak. Implikasi praktis bagi 

otoritas pajak yakni dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan berikutnya mengenai pengampunan pajak serta mempertimbangkan 

faktor internal dan eksternal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Implikasi praktis bagi wajib pajak yaitu berimplikasi meningkatkan sinergisitas 

dengan berbagai pihak sehingga dapat menurunkan niat dalam penerapan Non 

Cooperative Game Theory agar lambat laun kepatuhan kooperatif dapat 

mengarah pada kepatuhan yang lebih berkualitas. Di sisi lain, bagi akademisi 

yang merupakan bagian dari agent of transformation, penelitian ini dapat 

menjadi alternatif untuk menjembatani antara wajib pajak dan otoritas pajak 

guna menumbuhkan adanya kepatuhan kooperatif. Implikasi praktis 

selanjutnya yakni bagi konsultan pajak yang dapat saling berkolaborasi dengan 

pemerintah untuk ikut mengedukasi wajib pajak menuju kepatuhan kooperatif. 

 

C. Saran 

Tibalah tulisan ini mengantarkan pada penghujung akhir penelitian 

dengan memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai bahan pertimbangan 

dengan harapan dapat mencetuskan perubahan serta kolaborasi yang baik nan 

positif di masa mendatang. Berkaitan dengan simpulan serta tujuan akhir 

penelitian, peneliti membagi saran kepada empat pihak yang dapat 

disampaikan sebagai berikut:  
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1. Otoritas Pajak 

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi fokus 

utama otoritas pajak. Sebagai pembuat kebijakan, otoritas pajak hingga saat 

ini masih memiliki stigma membekas di hati wajib pajak. Sebagai cerminan 

wajib pajak, seyogyanya otoritas pajak dapat membangun kepercayaan 

masyarakat dengan baik agar dapat terhindar dari kasus yang dapat 

menimbulkan berbagai stigma negatif. Oleh sebab itu, otoritas pajak perlu 

mempertimbangkan kembali aspek internal maupun eksternal layaknya 

Teori Atribusi yang dapat meningkatkan persepsi wajib pajak untuk 

membangun kepatuhan kooperatif guna menciptakan suatu kolaborasi yang 

aktif antara berbagai pihak. 

2. Wajib Pajak 

Bagaikan tokoh utama dalam sebuah cerita, wajib pajak memegang 

peranan penting dalam keberhasilan kebijakan perpajakan. Sebagai 

pelaksana kebijakan, wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran akan 

kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Adanya digitalisasi sistem perpajakan dan berbagai kemudahan serta 

kesempatan yang diberikan otoritas pajak menjadi kesempatan bagi wajib 

pajak untuk terus berbenah. Transparansi dan keterbukaan yang dijunjung 

pemerintah hendaknya dapat menumbuhkan kepercayaan untuk terus dapat 

mengembangkan tindakan kooperatif yang berkualitas. 
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3. Politeknik Negeri Bali 

Akademisi memiliki urgensi yang tinggi guna memperkuat sistem 

perpajakan di Indonesia. Sebagai bagian dari agent of transformation dan 

juga sebuah lakon untuk mengajak generasi muda khususnya mahasiswa 

untuk sadar akan pajak dan ikut menggaungkan urgensi pajak di masyarakat, 

Politeknik Negeri Bali diharapkan dapat membantu otoritas pajak dalam 

merealisasikan kepatuhan kooperatif yang berkualitas dari wajib pajak di 

masa mendatang. Adanya program MBKM, Tax Center, serta Relawan 

Pajak dari pemerintah menjadi kombinasi yang tepat untuk memperbesar 

peluang Politeknik Negeri Bali dalam mencetak lulusan yang kompeten dan 

berguna bagi seluruh lapisan masyarakat, industri, dan juga pemerintah. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Mengacu pada keterbatasan penelitian ini terkait dengan konteks 

klasifikasi UMKM, peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat melakukan 

pengujian lebih lanjut terhadap peserta PPS selain wajib pajak orang pribadi 

pelaku UMKM serta mengklasifikasikan dalam cakupan penelitian yang 

lebih luas berdasarkan PP No.7 Tahun 2021 yang memilah UMKM 

berdasarkan peredaran usaha atau modal usaha UMKM. Mengacu pada hal 

tersebut, besar intensi peneliti agar penelitian selanjutnya mampu 

melengkapi keterbatasan penelitian ini, sehingga tujuan mulia dari PPS 

sebagai upaya peningkatan kepatuhan jangka panjang bisa terwujud.  
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